BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR 71 TAHUN 2023

Menimbang :

Mengingat :

TENTANG PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

bahwa dengan adanya perubahan ketentuan dalam mekanisme
penilaian  kinerja pemerintah  desa, perlu dilakukan
penyesuaian kembali terhadap Peraturan Bupati Karimun
Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penilaian Kinerja Pemerintah
Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 71 Tahun
2023 tentang Penilaian Kinerja Pemerintah Desa.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun,
Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota
Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6801);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor  5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesiatahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usui dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 158);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 46 Tahun 2016
tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Nomor 21 tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020
tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan
Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun
2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Karimun Tahun 2023 Nomor 5);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2019 Nomor 66);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 65 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2019 Nomor 65);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 30 Tahun 2020 tentang
Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usui dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Karimun
(Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2020 Nomor 30);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2022 Nomor 98)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karimun
Nomor 77 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Karimun Nomor 98 Tahun 2022 tentang Susunan
Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 77);

Peraturan Bupati Karimun Nomor 63 Tahun 2023 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023
Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARIMUN NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG PENILAIAN
KINERJA PEMERINTAH DESA.



Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karimun Nomor 71 Tahun 2023
tentang Penilaian Kinerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Karimun
Tahun 2023 Nomor 71) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 5

(1) Tahapan Penilaian Kinerja Pemerintah Desa, meliputi:
a. Persiapan:
1. rapat pembahasan teknis pelaksanaan penilaian; dan
2. rapat pembentukan Tim Penilaian Kinerja Pemerintah Desa.
b. Pengumpulan dan Pengolahan Data:
1. permohonan kelengkapan dokumen ke Desa; dan
2. pengelolaan Data oleh Tim Penilai.

(2) Bobot Penilaian Kinerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam
Peraturan Bupati ini.

(3) Penilaian kinerja Pemerintah Desa dinyatakan dengan predikat sebagai

berikut:

a. Sangat Baik, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 86
(delapan puluh enam) - 100 (seratus).

b. Baik, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 75 (tujuh
puluh lima) - 85 (delapan puluh lima).

c. Cukup, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 50 (lima
puluh) - 74 (tujuh puluh empat).

d. Kurang, apabila Pemerintah Desa memiliki nilai dengan angka 25 (dua
puluh lima) - 49 (empat puluh sembilan).

(4) Predikat sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disebut
Desa Amanabh.

(5) Penilaian kineija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan (3)
dituangkan dalam format Penilaian Kineija sebagaimana terdapat dalam
lampiran Peraturan Bupati.

(6) Penyusunan format Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
difasilitasi oleh Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.



Pj.

Pasal Il

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal n JUNI 2025

BUPATI KARIMUN,

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal I JUNI 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN

DJUNAIDY
BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2025 NOMOR 21



LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KARIMUN NOMOR
71 TAHUN 2023 TENTANG PENILAIAN
KINERJA PEMERINTAH DESA

FORMAT PENILAIAN KINERJA

PENILAIAN KINERJA PEMERINTAH DESA
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